BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR

Menimbang

Mengingat

—_

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah
terhadap kelembagaan yang bertugas melakukan sebagian
tugas teknis perangkat daerah yang menyelenggarakan
pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
maka perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banjar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017
tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 65);

10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja,
Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun
2017 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun
2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas
Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah
Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banjar.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banjar.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang
memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN KEDUDUKAN
UPTD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Banjar.

Bagian Kedua
Klasifikasi

Pasal 3

UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibentuk berdasarkan Klasifikasi yang merupakan Kelas B.

Pasal 4

UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
dari:

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Mataraman Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan
Mataraman; dan

b. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Gambut Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di Kecamatan
Gambut.
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Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 5

UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Susunan Organisasi
UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

(1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. Kepala UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tugas Pokok UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pelayanan Pencatatan Sipil serta administrasi kesekretariatan di wilayah kerjanya.

Paragraf 3
Fungsi UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 8
Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

b. pelaksanaan koordinasi internal dan lintas sektoral serta pembinaan bidang
kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kerjanya;
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c. pelaksanaan sebagian pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan di wilayah kerjanya;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kependudukan dan pencatatan
sipil di wilayah kerjanya; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 4
Uraian Tugas UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

Uraian Tugas UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

a. menyusun rencana program kerja dan anggaran dalam pelaksanaan teknis
kegiatan pelayanan di UPTD Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar;

b. menyiapkan bahan dan kebijakan teknis dalam pelaksanaan pelayanan
administrasi kepedudukan;

c. melaksanakan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

d. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen sebelum mendapat
pengesahan;

e. menerbitkan dokumen hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk berupa biodata
penduduk, Kartu Keluarga, KTP-el, surat keterangan pindah;

f. menerbitkan dokumen hasil Pelayanan Pencatatan Sipil berupa Akta
Kelahiran, Akta Kematian, dan Catatan Pinggir perubahan nama;

g. melaksanakan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil dengan unit-unit kerja terkait;

h. menyelenggarakan pengelolaan penatausahaan keuangan, administrasi
kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan
perlengkapan lingkup UPTD;

i. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan administrasi
kependudukan; dan

j- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.
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(4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga
fungsional di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan
masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat
pada waktunya.

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.

(6) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas,
bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi
wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 12

Pelimpahan wewenang dan penunjukkan pejabat yang mewakili Kepala UPTD
dilaksanakan sesuai ketentuan dan dalam hal Kepala UPTD berhalangan

sementara, maka ditunjuk salah seorang Pelaksana sebagai Pelaksana Harian
(Plh).

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD Kelas B adalah Jabatan Pengawas / Eselon IV b.

(2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat dan pegawai
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas fungsi UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini
dilaksanakan mulai Januari 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.
Ditetapkan di Martapura

pada tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI BANJAR,

ttd
KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 63
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR :62 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR

KEPALA UPTD
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJAR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI BANJAR,

ttd

KHALILURRAHMAN
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